
GUBERNUR LAlllPIJNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/ :::: /B.III/HK/2013
 

TENTANG
 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah 
dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang
Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah tcrakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 dan Pasal 
157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung; 

20	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

50	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
KabupatenjKota; 

70	 Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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Memperhatikan :	 8urat Menteri Keuangan Nomor : 8-77/ MK.7 /2013 Tanggal 15 
Februari 2013 hal Hasil Evaluasi 2 (dua) Raperda Kabupaten 
Lampung Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI 
RANCANGAN	 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH. 

KESATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA	 Bupati Lampung Utara bersama DPRD Kabupaten Lampung 
Utara segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan 
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, 
dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai 
dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

KEEMPAT	 Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur 
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal -, ',-, " ']' 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 
Tembusan: 
L Menteri Keuangan di Jakarta; 
2. Menteri Dalam Negeri di .Jakarta: 
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Larnpung:
 
4, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi;
 
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 



LAMPIRAN	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.III/HK/2013 
TANGGAL 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 

1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 

No I Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan I Keterangan 

1 2 3 4 I 5 

1 I Dasar Hukum 1. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Dasar hukum 
Mengingat Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun - Nomer Urut 1 dan 10 

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun disempurnakan 
1956 Nemer 56) dan Undang-Undang Oarurat Nomor 6 - Nomor Urut 22, 23, 
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 25 dan 26 dihilangkan 

~#jlil~(~~~Ia== Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah 
~'~~~~~~=N0m@l~~~liA=~ Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan 
(LernQaran t'JoQara Rep13Qlil< Inacomcsia Tahwn 19W Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang
Norn€lr 72, TamQaha~Oaf~=R~ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
~emOf~~1) rnenj.Qaj=Yoo~~da~ 1959 Nemer 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 1821); 
10. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tantang 110. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retrubusi Oaerah (Lembaran"1 Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Republik Indonesia Tahun 2009 Nemor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 5049); Nomer 5049); 

I 22. PomtttfaflMenteri Da~ef-i---N€lFA0r52 T~ 

_ --.1.. . __ 

~7 =t-entan-g==PengawasaA~~R@Rltw-an=Oaefatl==dan 

P@mtufarM(Bj3ala DfleF8Ri 
~~ttlffi~~f~=Gatarn~er~Nomor 84 T--a~ 

2BGQ tentar:lQ==T-ata Na~-=bli.nas===€li=.t~flgk~n 

~~ 

~p13t13saA--=Meniefj=G I 

1QQQ ternang Sistern €Jan ProcedYF=A€l-m-iftistafttf 
Pafak~er~fj~efc8ho~aA---f2GooafJ'atan4.~ 

ka#¥, 
2G. Kef3Yiblsa n M 0 nter~am ~J Gg€+i-----N €l FA 0 F G=--=r~ 

2D03.~Gntang-P---OOomap--ldern~a~awai I 

~JeQOfi~iPi~dilinQkti:~4J€~er#ltah D_aOF8l¥, "~_ . _ ~ 
~ ..._--------- ------ ----  ~_" .J.-P1 



-- - --- -- ------------ -- ----- -----

1 2 3 

2 Ketentuan Umum Pasal1 
4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan P@PNakiln Rakyat 
Daerah Kabupaten Lampung Utara. 

9.	 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan 
t4At~t@F f3on,jesaan ciafl=Sektof4JoFI<€lta~ kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

10.	 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 
dan perairan pedalaman serta---tal:lt---wHa)lil~ 

11	 Bangunan adalah konruksi teknik yang ditanam atau 
diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 
pedalaman, €lan/atau lawt. 

17.	 Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek 
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

18.	 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang 
selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang 
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan yang terutang Kepada Wajib 

2 
I 

5 
I 

4 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 Tambahkan 1 (satu) 
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional angka yang mengatur 
yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan tentang PMK No. 
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik 148/PMK.07/2010. 
Indonesia Tahun 2010 Nomor415). 

Pasal1Pasal1 
4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya '  Nomor Urut 4, 9, 17, 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 18, 25 ,26 dan 32 
Daerah Kabupaten Lampung Utara. disempurnakan 

Nomor Urut 10 dan 11 
disempurnakan karena 

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas 
9.	 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Kabupaten Lampung 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, Utara tidak memiliki 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan wilayah laut
 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
 Nomor Urut 21 dan 22 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. dihilangkan karena 

PBB perdesaan dan 
perkotaan merupakan 
jenis pajak yang 

dan perairan pedalaman. 
10.	 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 

dipungut dengan 
sistem official 
assessment, seh ingga 

diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 
11.	 Bangunan adalah konruksi teknik yang ditanam atau 

tidak memerlukan 
pedalaman dokumen SKPDKB, 

SKPDKBT 
17.	 Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 

disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan perpajakan daerah. 

18.	 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang 
selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang 
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang

L_.. Pajak.	 I terutarrq Kepada VVajib Pajak. 
I I .~J 

f 
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1 2 3 4 s:::::=-l 
21. SYrat Keteta~f-l Pajak-----Oaerah KI#3f-lg 8a~ 

yoog selanjYtf-lya disif-lgl<at ~KPDK8, adalah 
Syrot l~otGt-Bf1aR ~ajal~ yaRg FIlOf-l€RtlJkaR 

sosam,'a jUFIllah ~okol< pajak, jYFIllah krodit 
p-ajo*>--1Hm1ah ke!<uraf-lgaR pefflsa,'araf-l pol<ol< 
pajak, besarn,'a sa~mi-Aistratife,SaRjttmlaH 
pajak yaf-lg masih hams €liba,'ar. 

22. S;YFat KetotapaR Pajak Daorah KYmn~ l3ayar 
:rafl1sahan, yaR~ solanjYtn,'a €lisin~l~at SKPDKI3T, 
36afah Syrot hototapan pajak yan~ menentul<an 
tafl1sahan atas jYfl1lah pajal~ yaf-l@ tolah €litBtapkan. 

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan25.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan25. 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesarahan hitung,yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuandan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangantertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah yang terdapat dalam Suratperpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat KetetapanPemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah LebihPajak Daerah, SWFOt KetetapaA Paj-ak Daemh KblraFIg 
Sayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat KeputusanBo%r, ~wrot Ketetapof\ Pajak=Ga€fQh Kurang@aYaF 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.Tamfiahon, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, 
atau Surat Keputusan Keberatan. 

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan26.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan26. 
atas kcbcratan terhadap Surat Pemberitahuan Pajakatas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah, SuratTerutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah, ~ 

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan PajakK€tetapan Pajak Daer-@~-moog l3aYaf; &uffit 
Oaerah Lebih Sayar, atau terhadap pemotongan atauKetetopaA Pajak=8oorah0<b1 Fang Ba-yaf---==r-arn~-n,o 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehSurat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 
Wajib Pajak.Pajak Daerah Lebih Sayar, atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang32. 

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang32.daerah yang ditentukan oleh ~Ia DaeraA untuk 
daerah yang ditentukan oleh Bupati untukmenampung seluruh penerimaan daerah dan 
menampung seluruh penerimaan daerah dandigunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
digunakan untuk membayar seluruh pengefuarandaerah. 

I __ .L . . ... _J 

daerah I 
I 

-----------._ .___ ___ J--------" "----1 _ _ r 
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1 2 3 4 

3 Nama, Objek dan Pasal2 Pasal2 
Subjek Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas 1<€f3€ffiilikan, Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

p€AQYOSaaA, aan-l<*ay pefnaA~atan ~Yrni aan/at-fHl Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan 
aaAgYnan. yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan. 

Pasal3 Pasal3 
(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan I (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : perhutanan, dan pertambangan. 
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu I (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : 

kompleks ·bangunan seperti hotel, pabrik dan a, jalan Iingkungan yang terletak dalam satu 
emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan 
dengan kompleks bangunan tersebut; emplasemennya, yang merupakan suatu 

b. jalan tol; kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 
c. kolam renang; b. jalan tol; 
d. pagar mewah; c. kolam renang; 
e. tempat olahraga; d. pagar mewah; 

5 
Pasal 2 disempurnakan 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat 
(2) disempurnakan 

f. galangan kapal. dermaga:
 
9 taman mewah;
 
h.	 tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 

prpa minyak: dan 
I.	 Menara. 

(3)	 Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan dan Pedesaan adalah objek I (3) 
pajak yang: 
a digunakan oleh Pemerintah untuk 

penyelenggaraan pemerintahan; 
b.	 digunakan semata-mata untuk melayani 

kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 
kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, 

e.	 tempat olahraga: 
f.	 galangan kapal, dermaga; 
g.	 taman mewah; 
h.	 tempat penampungan/kiiang minyak, air dan gas, 

pipa minyak; dan 
I. Menara. 

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek 
pajak yang: 
a digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk 

penyelenggaraan pemerintahan; 
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan 

umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, 
pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; keuntungan; 

LL	 
c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, 

r	 digunakc'ln untuk kuburan, peninggalan purbakala, 
atau yang sejerus dengan nu: 

atau yang sejenis dengan itu; d merupakan hutan lindung, hutan suaka alarn, hutan 
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, 

wisata, taman . "SiOnal~d~ntana~_negar~-_- __J - .----.------- -1hutan wisata, tamC3.!Jililsion; ian tanah negara 
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5 

4 

1 2 3 4	 I 
yang belum dibebani suatu hak; 

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 

f.	 digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga 
internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

Pasal4 

(1)	 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan PO€lesaan dan 
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 
atas Bangunan. 

(2)	 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pe€lesaan dan 
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 
atas Bangunan. 

yang belum dibebani suatu hak; 
e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 

berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 
f.	 digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga 

internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

Pasal 4 

(1)	 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 
atas Bangunan 

(2)	 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 
atas Bangunan. 

I Pasal 4 disempurnakan 

I Dasar Pengenaan, 
Tarif dan Tata Cara 
Penghitungan 
Pajak 

Pasal 5 

(1)	 Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
f2er#0-taafl ~n adalah NJOP. 

(2)	 Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan setiap 3 (tiqa) tahun, kecuali untuk 
objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun 
sesuai dengan perkembangan wilayah 

(3)	 Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal5	 Pasal 5 disempurnakan,I 

Akronim NJOPTKP 
(1)	 Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ditulis lengkap menjadi 

Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Nilai Jual Objek Pajak 
(2)	 Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat Tidak Kena Pajak, 

(1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk karena pada ketentuanI 

objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun umum Pasal 1 tidak 
sesuai dengan perkembangan wilayah. mencantumkan 

(3)	 Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat pe~gertia~ N.ilal Jual 
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	 Objek Pajak Tidak Kena 

(4) Besarnya N-dGP:rK-P ditetapkan 
10.000.000,00 (sepuluh juta 
setiapWajib Pajak. 

sebesar Rp 
rupiah) untuk 

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan sebesar Rp. 10000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak 

Pajak 

_1 _____ _L _ 

f
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1 2 3 
Pasal6 

4 
Pasal6 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerkotaanTarif Pajak Bumi dan Bangunan Perlc@taaA=&a~esa~ 

ditetapkan sebagai berikut : ditetapkan sebagai berikut : 

a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,
(satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (no I 
koma satu lima puluh persen) per tahun. 

a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu 
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol kama 
satu lima puluh persen) per tahun. 

b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah) ditetapkan sebesar 0,250 % (nol koma dua 

b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah) ditetapkan sebesar 0,250 % (noI koma dua 

lima puluh persen) per tahun. lima puluh persen) per tahun. 

5 Penetapan 

(1) 
(2) 
(3) 

BABW 
PENETAPAN 

Pasal10 
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
Berdasarkan spap, ~~Amenerbit SPPT. 
Kepala DaercD-h dapat mengeluarkan SKPD dalam 
hal-hal sebagai berikut : 
a. spap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib 
Pajak ditegur secara tertulis oleh ~ 

sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 
b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 

lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih 
besar dari jumlah pajak yang dihitung 
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh vVajib· 

(1) 
(2) 
(3) 

BABVI 
PENETAPAN 

Pasal 10 
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
Berdasarkan SPOP, Bupati menerbit SPPT. 
Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal 
sebagai berikut : 
a. spap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib 
Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih 
besar dari jumlah pajak yang dihitung 
berdasarkan SPOP yang disarnpaikan oleh Wajib 

5
 
Pasal 6 disempurnakan 

- Bab VII diubah menjadi 
Bab VI, dengan adanya 
perubahan Bab maka 
Bab selanjutnya 
menyesuaikan 

- Pasal 10 
disempurnakan 

Pajak 

Pasal11 
(1)	 ~a=Qa~menetapkanPajak terutang dengan 

menerbitkan SPPT. 
(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tatacara 

penerbitan dan penyampaian SPPT ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati 

Pajak 

Pasal11 
(1)	 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan dilarang diborongkan 
(2)	 Bupati menetapkan Pajak terutang dengan 

menerbitkan SPPT atau SKPD. 
(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tatacara 

penerbitan dan penyampaian SPPT dan SKPD 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 11, disempurnakan 
dengan menambah 1 (satu) 
ayat yang mengatur tentang 
pemungutan PBS P2 yang 
dilarang diborongkan dan 
dokumen SKPO. 

----  -

f 
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6 Tata Cara 

Pembayaran dan 
Penagihan 

1.	 Pasal 13Pasal 13 
disempurnakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus I 2. Urutan dan 
dilunasi selambat-Iambatnya 6 (en am) bulan sejak 

(1)	 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT dan SKPD 

penunjukan
 
tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
 pasal/ayat agar 

disesuaikan.
 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun
 
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak
 
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
 
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka
 
waktu paling lama 1 (satu) bulan) sejak tanggal
 
diterbitkan .
 

(2) SPPT, SKPD, STPD dan Surat Keputusan 

(3) Bupati	 atas permohonan Wajib Pajak setelah I 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk . 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

(4) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas 
Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
'_pembayaran, pembayaran dengan angsuran, da:~ 1
 

penundaan pembayaran, serta ..tempat pembayaran
 
pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.
 

.. __. '_ _ __ '	 ...J 

Pasal13 
(1)	 Pcmb61yaran Pa1al< yaf1Q tcrYtaPQ=d~n gORgon 

m&1g§lynak61n &:&:P&
(2)	 Pajak ffilli~~aling lama ( ) l3ylan scjal< 
t~.kaf¥t~ajrnana--djmaksud 

€Ia1al91 Pasal 11 ayat (1) yang I91CFYfwl,\an tanggat 
jatuh tQl91p~i VVajil3 Pajak YAt*:JI, FfIolYflasi 
f*ija~ 

(3) SKPD,	 STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan sejka tanggal diterbitkan. 

(4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelahI 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

(5) Pembayaran Pajak	 yang terutang dilakukan di Kas 
Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

(6)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan 
penundaan pembayaran, serta tempat pembayaran 
pajak, diatur dengan Peraturan Bupati. 

l '_____ _ _ ~_. _ 

Pasal ... 
(1)	 Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan 

menggunakan SSPD. 
(2)	 SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkapserta 

ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan 
wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang. 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata 
cara penagihan dan penyampaian SSPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati. 

1. Tambahkan 1 (satu) 
pasal yang mengatur 
SSPD. 

2. Dengan adanya 
penambahan pasal 
maka, urutan dan 
penunjukan pasal 
selanjutnya 
menyesuaikan. 

f
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1 2 3 
BABX 

TATA CARA PENAGIHAN 
Bagian~ama 

Pefl-agfflafl Pajak, Surat Pal<sa, Penyitaan={fan Pelelangafl 
Pasal14 

(1 )	 Bupati dapat menerbitkan STPD apabila: 
a.	 pafa* yang t@rutang tidak atau kurang dibayar; 
b.	 wajib pajak dikenakan sanksi adrninistrasi berupa 

bunga dan/atau denda. 
(2)	 P@nagihan pajak dapat dilal<ukan s@k@tika GaFl 

sokaligus tan~a monuAQQu taAQgal jatuh tomf1@ 
pornbayOFan, a~al3ila: 

e.	 VVajil3 Pajak atau Ponanggung Pajak akan 
rnoninQgall<an lA€i@n@sia untuk solama lam~ 

affiu borniat untuk itu; 
\/I/ajID13.	 ,q Patak atoll PenanQQunQ Pa1ak 
mcllltooafifanQenkan baranQ yanQ €fimiliki atau 
yanQ dikuasai dalam ranQka rnonghontikan atau 
~kafl I<ogiatan usaha yanQ sil<orjal<afl===€lt 
Ind@nosia; 

G.	 to rda-pat---tanda-taOO8 l3ahwa \lVaji~-ajak atau 
PonanQ-U~ Pajal< al~n rnernbubaf~-afl-----keQiatan 

usaflanya atau fTlBA§gaUtJAgkan 3tal~ 

~bubar~Safla~~ffi~GaW3nQankan 

usaha yan§l @irniliki----atau yaA-§==dikuasainya atau 
mclal<u-kan ~orubahaA l3entuk lainnya; 

0
~-egiata~	 ; 

e,--ter-faQi filenyita~Bs-~baR1A.g~Bjib f2ajak~tm-l 

P-en~gguRg~--aja~ Pil=lak Ket-iga ataY terdapat 
taMa-tafl6a hGpa«~ 

(3}c- Af'3b#a--c=jumlah~ajak~yang------be~um-------d-iOO-YaJ:_-----t.K1al<;~tlunasi 

dala~s waktu se~aimana----600fttukaf'l~ilia~ 

:r-€gurQA--c-atau---Sw-a~f4n-g-atan---atali---sur@t----la~a~epi&, 

€l-iffi§ih -de-ngafl--&tr-at---Pa!<sa

€47	 j\pal3iIa uta nQ03a~ ak tf€!-ak-----di-ktna s i 'NajID-----f2ajill<---dabm 
ja~gl<a waktu----sOOe-lunHewot=Wilktu---2=x=24-~dlfa-kal-i-4u-a 

f:*Huh ampat) ja~h dikaluarken Surat Paksa, 
SYpat-i---atau Pejabat SOQOFO rnOAGf-m~rat Porint-an 
~aksanakan P@nYltaan, 

54 
1.	 Bagian Pertama danBABX 

Judul dihilangkanTATA CARA PENAGIHAN 
Pasal 14 2.	 Ketentuan penagihan 

(1) Supati dapat menerbitkan STPD apabila: pajak pada Pasal 14 
a. SPPT/SKPD tidak atau kurang dibayar; ayat (2), ayat (3), ayat 
b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi (4), dan ayat (5) dihapus 

berupa bunga dan/atau denda. dan cukup diatur dalam 
(2) Sentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD peraturan bupati. 

serta tata cara penagihan ditetapkan dengan 
3.	 Urutan dan penunjukan 

Peraturan Bupati. 
pasal agar disesuaikan. 

~---

(
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(I})	 "13 I a bltan•• as'l .tiElak dilwna ~ P3:l El1 . 10;,a f3€ln .81 €Ialam<€IEln/atm:l b' 
setela. dllal'.a I Ja.§ka wal<l" 1~a§l.an pajak

~e_.ang .1O~:1 ,an ~e.yi!aa", B"~ rep"I"") Rarl
 
_adap ~a,a"§ ,~anal(a. peAj"ala a I ata" Poja~at
 

tel	 Wc§ari£ laAg dis;!a melal"~ : ••a",4elaA@ 
Keto"!"". aAter Lelang le~I". 

- acat=a
P€lna€lihan Pala!.,( IElAjwt f-l1€ln §J€lnal.	 Swrat . Tat _ . . Pal<s6I, Pen)'itaan €Ian
 
f4Jlelangan €liatwr €len§JEln P€lratwran ~wpati.
 

Pasal.. .. 
(1)	 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap 
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2)	 Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan terhadap: 
a.	 pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman 
Lelang; 

b.	 keputusan pencegahan dalam rangka penagihan 
pajak; 

c.	 keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan 
dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1); 
atau 

d.	 penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat 
Keputusan yang dalam penerbitannya tidak 
sesuai dengan prosedur atau tata cara yang 
telah diatur dalam peraturan perundang
undangan perpajakan daerah, hanya dapat 
diajukan kepada Pengadilan pajak 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara 
Mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan 
diatur dengan Peraturan Bupati 

-----~- -------- --------------------- ~ 
____ . J 

-~---~r 
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7 Pembetulan, 
Pembatalan, (1) 

Pasal19 
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, I (1) Atas 

Pasal19 
permohonan Wajib Pajak atau karena 

PBB perdesaan dan 
perkotaan merupakan jenis 

Pengurangan Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, ~ jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, pajak yang dipungut dengan 
Ketetapan dan 
Penghapusan atau 
Pengurangan 
Sanksi Administrasi 

SKP[}l4Bl:, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang
undangan perpajakan daerah. 

STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

sistem official assessment, 
sehingga tidak memerlukan 
dokumen SKPDKB, dan 
SKPDKBT. 

1. Pasal 28 ayat (1) huruf Sanksi Administratif BAB XVIII8 BAB XVIII 
a dan b dihapusSANKSI ADMINISTRASISAKSt 

Pasal28Bagfan¥esatu karena atas penerbitan 
Sanksi Administratif (1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib SKPD tidak dikenakan 

Pasal28 Pajak dalam hal: sanksi administrasi 
(1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak a. pembayaran pajak yang terutang dengan sebagaimana diatur 

dalam hal: angsuran dan penundaan pembayaran dalam Pasal 84 UU 
a-e---Sl(PD dil<@lwaFkaf1 I<Brena~f2==seb~fla sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (3), No. 28 Tahun 2009. 
~{;wd dalam Pasal 1 Q ayat (2) hwrwf a tie-ak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2. Pasal 28 ayat (1) huruf 
disarnpaikaf1--Oafl---wt@lah \1IJa1ib Pa1al< dit@gWF s@caffi sebesar 2% (dua persen) sebulan; c dihapus karena: 
tef:tcltli~eh-¥epal-a -DaCf-a~bagaim~fleflttl*aR b. diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam a. Penerbitan STPD 
€l-aIBm=SufBt==f-egtlfcfln dikof1ak-an sanl<si a€l-mini-stffist Pasal .... ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi telah dikenakan 
sd~esar 2-5--JVu={ooEl=pwlwh lima----pGF&€n) c:HhitwngdBfoi berupa bung a sebesar 2% (dua persen) sebulan; sanksi administrasi 

c. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud sebagaimana~~ 
~W ==dikeluar-kan l<-afDAa gef€lasark-an hasil dalarn Pasal ... ayat (1) dilolak atau dikabulkan diatur dalam Pasal 

pernBriks-aan----ataw I<oteran§lan lain ternyata jwrntafi sebagian, dikenakan sanksi berupa denda 28 ayat (1) huruf e 
p;:** yAng tAFlJtORg IG~~~~i=¥,H*l~~fBk sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Raperda dan Pasa! 
~~itu~asarkan SPOP ya+lg disampaikafl pajak yang berdasarkan keputusan keberatan 100 ayat (3) UU 
sleh VVa~k---seWga4m--anad4ffiaswd dalam=P--easat dikurangi dengan pajak yang telah dibayar No. 28 Tahun 
1Q ayat (2) hwftlt tJ €ltk~Bk-aA -sanksi--------a€HnistFaSi sebelum pengajuan keberatan; 2009. 
sdlOsar 25 % (dHa-----pt#u~e1~ d. permohonan banding sebagaimana dimaksud b. Penerbitan Surat 
f}Qfak---¥a41g=ter'lit~ dalam Pasal ayat (2) di tolak atau dikabulkan Keputusan 

G. SKP-D, ST~D, Swrat KOf)UttJ-san Pem-OOtul-an, £tl+at sebaqian. dikenakan sanksi berupa denda Pembetulan, Surat 
~wtt,lsan KetJOffitan====--daA Pytu-saA~d~ sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak Keputusan 
wbagaimana cHmakSYd dalarn P-a~~ aya~31 berdasarkan putusan banding dikurangi Keberatan dan 
yaf1g menyetJabl<an jwmlal+-p-ajak yang-=AaFws dibayaF pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum Putusan Banding 
OOftarntJah ti€lak dillmasi~4Hll=oj-aflgka-waktu----yan§l pengajuan keberatan. tidak dikenakan 
p8#Ag lama 1 (satEl) bwlan seja~B!=€Htef~~ (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) sanksi 
€lil<enakaA-==-s9AI<si a€lmiftistrasi setJ@sar 2 % (€lua huruf f, tidak dikenakan jika Wajib Pajak administrasi.I 
~af1'j' rnenqajukan permohonan banding.sampat don ,~ng slhlhm~ali"9 la 9a"!lan~=h~u"~O~~:' saat Jatu~ tma24 (ou -~,,,v_,-.a,, vlltukj e~ I 

_1 J ~.. a--pt4ckl~~1~ Elf1gl<a lNB~~L 

f 
• J 
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d. pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran 
dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal U ayat t4h dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan; 

e. diterbitkan	 STPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ~ 

paling lama 15 (lima Bolas) BYlan sojal, saot 
t€FytanQnya p~; 

f.	 pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ** ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, 
dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50 % (lima 
puluh persen) dari jumlah pajak yang berdasarkan 
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang 
telah dibayar sebelum pengajuan keberatan; 

g. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ** ayat (2) di tolak atau dikabulkan sebagian, 
dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan 
putusan banding dikurangi pembayaran pajak yang 
telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. 

(2) Sanksi	 denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f, tidak dikenakan jika Vvajib Pajak mengajukan 
permohonan banding. 

4
 5 
c. Terhadap 

keberatan dan 
banding cukup 
dikenakan sanksi 
administrasi 
sebagaimana 
diatur dalam Pasal 
28 ayat (1) huurf f 
dan 9 Raperda ini. 

3. Pasal 28 ayat (1) huruf 
e disesuaikan dengan 
Pasal 100 ayat (3) UU 
No. 28 Tahun 2009. 
Pengenaan sanksi 
administrasi atas 
penerbitan STPD 
sebesar 2% sebulan 
untuk paling lama 15 
bulan dikenakan 
terhadap pajak yang 
bersifat self 
assessment. 

Pasal29 
(1)	 Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan 

banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal ** ayat 
(1) dan ayat (2) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
Instansi pemungut Pajak wajib mengembalikan 
kelebihan pembayaran pajak dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

1.	 Pasal 29 ayat (2)Pasal29 
Raperda 
disempurnakan dengan

(1)	 Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan 
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

i 
mengubah pengenaanayat (1) dan ayat (2) dikabulkan sebagian atau 
imbalan bunga 20%seluruhnya, Instansi pemungut Pajak wajib 
menjadi 2% sesuaimengembalikan kelebihan pembayaran pajak 
dengan Pasal 106 UU dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua 
No. 28 Tahun 2009.persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
 

empat) bulan.
 ------- f- -------- -------- ------------"-	 ------------------ 



12 

1 2 3 4 5 
(2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak I 2. Urutan dan penunjukan pasal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2-G ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dilakukan agar disesuaikan. 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pemungut pajak 
pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
~ (dua persen) sebulan atas keterlambatan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 
pembayaran kelebihan pembayaran pajak. (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak 

(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB 
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya 
SKPDLB. 

9 Penyidikan 8A~ BAB .... Bab XIX dan Pasal 34 
PENYIDIKAN PENYIDIKAN diubah menjadi Bab dan 

Pasal34 Pasal.. ... Pasal baru yang mengatur 
tentang Penyidikan dan 
materi muatannya sama 
pada Pasal 34 Raperda 

10 I Ketentuan Pidana BAB ..... Tambahkan BAB dan Pasal 
KETENTUAN PIDANA baru yang mengatur 

Pasal ..... tentang Ketentuan Pidana 
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang 

karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan 
hal sebagaimana dimasud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat 
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4000000,00 
(empatjuta rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahf yang ditunjuk oleh Bupati yang; 
dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang 
yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
dan pidana denda paling banyak Rp. 10000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah). 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebaqarrnana dimaksud 
pada ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar 

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut 
kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku WaJib 

1_ Pasat J2 
I Denda sebagaimana dirnaksud dalam 

l::rupakan penenmaan negara 

- -- - - - ----

Pasal 28 ayat (1) dan 

Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan 
Pasa!.. .... 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
.merupakan penerimaan negara 

diubah monjaci">1""\ I u 

rasui V~ dengan
3 
1 I~: al baru angPasal Pas k norma y

menunju 

dllarlSJgar - - 1 
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Pasa~ Pasal.. .... Pasal 33 diubah menjadi 

(1) Petugas pajak atau seseorang yang bekerja di (1) Petugas pajak atau seseorang yang bekerja di Pasal baru dan ayat (2) 
lingkungan Pemerintah Daerah yang dengan maksud lingkungan Pemerintah Daerah yang dengan maksud disempurnakan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan 
atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak 
dan/atau Penanggung Pajak atau memberikan sesuatu, dan/atau Penanggung Pajak atau memberikan sesuatu, 
untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk membayar atau menerima pembayaran, atau 
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau 
orang lain, sehingga merugikan keuangan daerah orang lain, sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. 

(2) Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya (2) Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya 
terbukti melakukan pemerasan dan pe~ar:l terbukti melakukan pemerasan dan penqancaman 
kepada Wajib Pajak dengan maksud e~tUf~gkaR kepada Wajib Pajak dengan maksud menguntungkan 
diri sendiri atau ilia§ lain secara melawan hukum, diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
dikenakan sanksi BefsarKBH ketentuan peraturan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. perundang-undangan yang berlaku. 

11 Pengundangan Diundangkan di kotabumi Diundangkan di kotabumi - Setelah kata "Sekretaris 
pada tanggal 2012 pada tanggal 2012 Daerah" tambahkan 

kata "Kabupaten 
SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Lampung Utara" 

LAMPUNG UT ARA, - Penulisan nama pejabat 
yang mengundangkan 

Hi: RIFKI WIRAWAN, SE tanpa gelar, pangkat, 
PEr-ASlNA~MM\MJGA RIFKI WIRAWAN NiP dan garis bawah 

~~IR. 195640-281~S2~4)04 

12 I Penjelasan Penjelasan 
disempurnakan sesuai 
hasil koreksi pada batang 
tubuh. 

f
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2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN 
PENGOBATAN 01 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MAYJEND. HM. RYACUDU KOTABUMI LAMPUNG UTARA 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 

2 
Frasa judul 

3 
RANCANGAN 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
UTARA 

NOMOR TAHUN 2012 
TENTANG 

PERU BAHAN ATAS PERATURAN OAERAH 
KABUPATEN bAMPUNG UTARA NOMOR 03 TAHUN 
2011 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN 01 

RUMAH SAKIT 
OAERAH (RSO) MAYJEND.HM.RYACUOU 

KOTABUMI LAMPUNG UTARA 

4 
RANCANGAN 

PERATURANOAERAHKABUPATENLAMPUNG 
UTARA 

NOMOR TAHUN 2012 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN 
PENGOBATAN 01 RUMAH SAKIT 

OAERAH (RSO) MAYJENO.HM.RYACUDU 
KOTABUMI LAMPUNG UTARA 

5 
Judul Raperda 
disempurnakan 

18 

Konsideran menimbang 
huruf b disempurnakan 
dengan mencantumkan 
Lembaran Daerah 

- Nomor urut 1, 3, 13 
dan 23 
disempurnakan 
Nomor urut 
dihilangkan 
Tambahkan Perda 
Lampung Utara 
Nomor 3 Tahun 2011 

b. bahwa untuk menambah obyek retribusi yang belum 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Utara Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatn dan 
Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend 
HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun I 
2011 Nomor 03) maka perlu diadakan 
perubahan/penyesuaian; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang I Dasar hukum 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 
6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); . . ~.___ -------.J 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara 
Nomor 03 tahun 2011 tentang Retribusi 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatn dan 
Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend 
HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara 
belum sesuai dengan perkembangan saat mi, sehmqqa 
perlu diadakan perubahan; 

1. ~ndan§===Nemor 4 DawFat Tahlffi--e--e~ 

t~=~bettlk'3fl=Daefah OtGft€l f+l=-Kabbl~ 

kabupaten salam Lingkungan Daer~~A& 

~mateFa Sclatafl=+~=€flt&afa-R t>legaf~~~ik 

.~=3h-ufl1956 t'JQffiBf ~£i, TcBm&3#aA 
bern&a~f~ik==lfld~=W~1 
Je Undan§! Und~JQmQF 2fil Tahun 1~ 

~~a Ropt:ffi#k--=1ndQA0Sia Tahun 1~ 

NOm@r~~aaoo~emoof~cNeg~bltk 

moonesia NOffi€lF 1S21); 

2 I Konsideran 
Menimbang 

3 I Dasar Hukum 
Mengingat 

L . _---.l__ 

f
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2 3 4 5 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
~ dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Republik Indonesia Nomor 4844); Indonesia Nomor 4844); 

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 13. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Doorah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Indonesia Nomor 4737); Nomor 4737); 

is. Peratur9Fl Mooklri Druam Ne§leri ~J€lrrl@r 54 TahlclFl ' 
2-009-4GAt~~~it1as------di~~ 

Pem&¥itah Dge~ 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lam pung Utara Nomor 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 
09 Tahun 2009 (Lernbaran Daerah Kabupalen 09 Tahull 2009 tentang Pembentukan Organisasl dan 
Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09), Tala Keqa Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Utara (Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Utara 
Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 Tahun 2009 Nomor 09), sebagaimana telah diubah 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 21). 
2011 Nomor 21) 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 
03 Tahun 2011 Tentnag Retribusi Penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di rumah Sakit 
Daerah (RSD) Mayjend. HM. RYACUDU KotaBumi 
Lampung Utara; 

L ._~ I __ _ __ _ _ . I _---.JIL _ 

1 



1 I 2 
4 [Diktum 

Memutuskan 

5 I Oiktum 
Menetapkan 

3 
Dengan Persetujuan Bersama
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
KABUPATENLAMPUNGUTARA
 

dan
 
SUPATI LAMPUNG UTARA
 

MEMUTUSKAN:
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4 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KASUPATENLAMPUNGUTARA 

dan 

5 
Penulisan tanda baca 
titik dua setelah kata 
"Memutuskan" tanpa 
spasi 

SUPATI LAMPUNG UTARA 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG' Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG IDiktum Menetapkan 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN disempurnakan 
OAERAH K/\BUPAT~~J 6'\MPU~lG DAERAH NOM OR 03 TAHUN 2011 
UTARA NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN 01 
KESEHATAN DAN PENGOBATAN 01 RUMAH SAKIT DAERAH (RSO) 
RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MAYJENO HM. RYACUDU 
MAYJENO HM. RYACUDU KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG 

I KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA.
 
UTARA. 

6 I Batang Tubuh Pasall Pasall Pasal I disempurnakan 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah l4a~@ Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 dengan mencantumkan 
lamj3Ufl§c--utaffi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Lembaran Daerah 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit 
di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend HM. Ryacudu Daerah (RSD) Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi 
Kot~bumi Kabupaten Larnpung Utara diubah, sebaqai Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah I I 

. berikut : Kabupaten Lampunq Utara Tahun 2011 Nomor 03, 
I , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara 

Pasal 13 
Terhadap jenazah yang pemakamannya dilakukan oleh 
Rumah Sakit Daerah, pernbebananaya biayanya diatur 
sebagai berikut : 
a Yntuk pasien yang meninggal dunia dan biaya 

perawatan telah lunas dibayar, maka biaya 
pemakamannya dibebankan kepada keluarga atau 
ahli waris; 

b. Yntuk pasien yang tidak dikenal/tanpa identitas biaya 

Nomor 53) diubah, sebagai berikut . 

Pasal 13 Pasal 13 disempurnakan 
Terhadap jenazah yang pemakamannya dilakukan oleh 
Rumah Sakit Daerah, pembebanan biayanya diatur I 

sebagaiberikut: \ 
a. ~ntuk pasien yang meninggal dunia dan biaya 

perawatan telah lunas dibayar, maka biaya 
pemakamannya dibebankan kepada keluarga atau 
ahli waris; 

b. !,!ntuk pasien yang tidak dikenal/tanpa identitas biaya 
pemakamannya dibebankan kepada Rumah Sakit I pemakamannya dibebankan kepada Rumah Sakit ] 

Daerah ~RSD); 9 I Daerah (RSD); dan 
c Yntuk. pasien ya.. ng dibawa dan me.njadi ta.nggu.ng c. !,!ntuk pasien y.ang dibawa dan menjadi tan.ggun g 

_ ___ ~gNab.'!"l..s.!§nsLl'9~berwena_t"!9 '11a~ilapabJla__ _ _~wab instans.!y"'-l berwena.0_g-,-..I'l"l..a~aa~a ~I -----r l 
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! I
2 

7 Struktur dan 
Besarnya Tarif 
Retribusi 

3 4 

meninggal dunia biaya pemakamannya dibebankan meninggal dunia biaya pemakamannya dibebankan 
kepada instansi yang bersangkutan €laR e@ean kepada instansi yang bersangkutan; 
eiavmwa €lisesuail<an ooRaan---!1uruf a gan 1;); 

Pasal19 Pasal19 
Besarnya tarif pelayanan Instalasi Rawat Jalan adalah Besarnya tarif pelayanan Instalasi Rawat Jalan adalah 
sebagai berikut : sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Ipengobatan unit pelayanan kesehatan a. Pemeriksaan Ipengobatan unit pelayanan kesehatan 

(diluar tindakan) pada unit rawat jalan/poli klinik umum (diluar tindakan) pada unit rawat jalan/poli klinik umum 
sebesar Rp. 16.000, (Enam Belas Ribu Rupiah) sebesar Rp. 16.000, (Enam Belas Ribu Rupiah) 
sedangkan untuk poliklinik spesialis Rp. 18.000, sedangkan untuk poliklinik spesialis Rp. 18.000,
(Delapan Belas Ribu Rupiah). (Delapan Belas Ribu Rupiah). 

b. Tarif pelayanan rawat jalan Uika ada tindakan) adalah b. Tarif pelayanan rawat jalan (jika ada tindakan) adalah 

5
 

Pasal 19 Kartu 
Pendaftaran Berobat 
tidak termasuk objek 
Retribusi Pelayanan 
Kesehatan sesuai 
dengan Pasal 111 ayat 
(1) UU No. 28 Tahun 
2009. 

sebagai berkut : 

JASA
NO JENIS PELAYANAN 

SARANA 
(Rp) 

---+---
m I 4.000 

14.000 
;ialis I 4.000 

sebaqai berkut : 

~;v~~~;; ., I NO I JENIS PELAYANAN 

1. 
2. 

-----1 f- 

3. 

JASA 
PELAYAN 

AN 
IRo) 

JUMLAH 
(Rp) 

10.000 
~10.000 

1') 000 
I-II~ 

* Bagi pasien yang baru pertama kari berobat. * Bagi pasien yang baru perietue «et! berobat. 
Pasal 20A Pasal 20A 'I Pasal 20A huruf c 

a. Penggunaan kamar pulih sebesar 2 (dua) kali tarif a. Penggunaan kamar pulih sebesar 2 (dua) kali tarif disempurnakan. 
mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih; mondok kelas tertinggi yang ditempatildipilih; 

b. Penggunaan kamar isolasi sebesar tarif mondok b. Penggunaan kamar isolasi sebesar tarif mondok 
kelas tertinggi yang ditempati Idipilih; kelas tertinggi yang ditempati Idipilih; 

c. Penggunaan kamar ICU dan Parimathologie bagi c. Penggunaan kamar ICU dan Parimathotogie bagi 

J 
pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif pasien dari IW'lr rllm8h qkit umurn selain pesp rt 8
 

VIP. L jaminan kesehatan pemerintah/BUMN dikenakan tarif
 
_. YIP. _ .. .. .__ ~__. _ 

j 
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,----	 1 5 •
2 4

I	 
3 

8.	 Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, dan diantara I 8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, dan diantara '  Nomor urut 8 

ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua), ayat yaitu disempurnakan 
(1a) dan ayat (1b) ~ ayat (2),(3),(4),(5),(6) dan (7) 

ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat 
,  Pasal 22 ayat (1) 

dihapus, sedangkan ayat (8) diubah sehingga 
(1a) dan ayat (1b), ayat (2),(3),(4),(5),(6) dan (7) 

huruf b, c dan ayat 
berbunyi sebagai berikut : 

dihapus, sedangkan ayat (8) diubah sehingga 
(8), Pasal 228 huruf 
b, c serta Pasal 22C 
huruf c 
disempurnakan 

berbunyi sebaqai berikut : 

Pasal22Pasal22 
1)	 8esarnya tarif pelayanan persalinan adalah sebagai 1(1) 8esarnya tarif pelayanan persalinan adalah sebagai 

berikut: berikut: 
a.	 Persalinan dengan tindakan ringan/normal a.	 Persalinan denqan tindakan rincan/normal 

KOMPONEN KELAS KELAS KELAS III NO VIP
JASA I II
 

Dokter
 150.000 125.000 100.000 75.000 
Kebidanan 

2 " ,100.000 85.000 I 75.000 I 50.000DokterU~ _ 
Bidan3 85.000
 

4
 Jasa Sarana Sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang 
diternoati/dioilin 

KOMPONEN I VIP I KELAS I KELAS KELASNO JASA I II III 
Dokter 1150.0001 125.000 1100.000 I 75.000 
Kebidanan 

50.0002 Dokter Umum 1100.000 85.000 I 75.000 
85.000
 

4
 
Bidan3 

Sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang 
ditempatildipilih 

Jasa Sarana 

b. Jasa medis untuk persalinan dengan tindakanb. Jasa rnedis untuk persalinan dengan tindakan 
sedang adalah 1 y" (satu setengah) kali tarif jasa sedang adalah 1 y" kali tariff jasa medis 
medis sebagaimana dimaksud pada huruf a. sebagaimana e~ huruf a ~. 

c.	 Jasa medis untuk persalinan dengan tindakan berat c	 Jasa rnedis untuk persalinan dengan tindakan berat 
adalah 2 (dua) kali tarif jasa medis sebagaimanaadalah 2 kali tarif jasa medis sebagaimana ~ 

huruf a eiaffis. dimaksud pada huruf 3. 

i 

d. Dokter Pendamping Persalinan 
NO KOMPONEN JASA VIP I KELAS 

Ir---+-::__---::-------  I 
1 Dokter Spesialis 30000 20 000 

Anak 
2 Dokter Umum Jaqa 20.000 15000 

--- 

KELAS 1 KELAS 
I !I __I_II 

10.000 7500 

10.000~0 . 
~- ---  - 

1a) Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya obat
obatan dan alat pakai habis sesuai dengan jumlah 

(1 a) Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya obat
obatan dan alat pakai habis sesuai dengan jumlah 

'L 
l__ ... _ 

1b) 

"./ 
?)

~~~ 
__.__ .. 

pemakaian 
Penggunaan kamar bersalin bagi pasien 

rumah sakit urnum dikenakan tariff VIP; 
Dihapus 
Dihapus 
Dihapus 

dari (1b) 

I \ '/I 
g~ 
f4 )

--'---L . 

luar 

-----_.. 

pemakaian. 
Penggunaan kamar bersalin bagi pasien dari luar 
rumah sakit umum dikenakan tariff VIP; 
Dihapus 
Dihapus 
Dihapus_--'----__ 

I 

KELAS 
III 

7500 

KELAS 
II 

10.00030.000 I 20.000 

KOMPONEN JASA I VIP I KELAS 
I 

Dokter Pendamping Persalinand. 

1 I Dokter Spesialis 
Anak 

2LQokter Urilum JagrtA)J:lQC[l~5.DOO 110.000 i7500· .~ 

NO 

r
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43 
~5) Dihapus 
'6) Dinapus 
7) Dihapus 
8) Daftar dan jenis tindakan persalinan sebagaimana 

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. 

Pasal22A 
(2)	 Penggunaan kamar operasi bagi pasien dari luar 

rumah sakit umum dikenakan tarif VIP. 
(4)	 Daftar dari jenis tindakan operasi sebagaimana 

tercantum dalam lampiran €iafl merupakan bag ian 
yang tidak terpisahkan dari perda ini. 

Pasal 228 
b.	 Alat-alat yang dikenakan jasa sewa sebagaimana 

ffialm dalam lampiran perda ini wbagai=salli 
kesatwan yang ut~ 

c	 Daftar dari jenis tindakan umum sebagaimana 
tercantum dalam lampiran ~ merupakan bagian 
jlang tidak terpisahkan dari perda ini. 

Pasal22C 
c	 Daftar dari jenis tindakan medi€ di Intalasi Gawat 

Oarurat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan 
merupakan bagian Yfit:""i§ tidak terpisahkan dari perda 
In!. 

10. Ketentuan	 Pasal 23 ayat (4), ayat (lii) €Ian ay-at---{O} 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 23 

(6)	 Tindakan Operasi dan Narcose bila sifatnya 
mendesak dan harus dikerjakan baik ~ jam kerja 
maupun diluar jam kerja dikenakan biaya 1 y" (satu 
setengah) kaf tarif mondok kelas yang 
ditem pati/di pilih. 

Dihapus(5) 
(6)	 Dihapus 

(7)	 Dihapus 
Daftar dan jenis tindakan persalinan sebagaimana (8) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bag ian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal22A 
(2)	 Penggunaan kamar operasi bagi pasien dari luar 

rumah sakit umum selain peserta jaminan kesehatan 
pemerintah/BUMN dikenakan tarif VIP. 

(4)	 Daftar dari jenis tindakan operasi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran ~ merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini. 

Pasal22B 
b.	 Alat-alat yang dikenakan jasa sewa sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini. 

c.	 Oaftar dari jenis tindakan umum sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Y.9.D..9. merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal22C 
c.	 Oaftar dari jenis tindakan medik di Intalasi Gawat 

Oarurat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan 

5
 

Pasal 22A ayat (2) dan 
ayat (4) disempurnakan 

Pasal 228 huruf b dan 
huruf c disempurnakan 

Pasal 22C huruf c 
disernpurnakan 

rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 
Oaerah ini
 

10.	 Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi I Nomor urut 10 dan Pasal 
sebagai berikut : ' 23 ayat (6) 

I disempurnakan 

Pasal23 

(6) Tindakan Operasi dan Narcose bila sifatnya mendesak 
dan harus dikerjakan baik pada jam kerja maupun 
diluar jam kerja dikenakan biaya 1 y" (satu setengah) 
kali tarif mondok kelas yang ditempati/dipilih. 

f
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2 3 4 5 

Pasal28 Pasal28 Pasal 28 ayat (7) 

(7) Untuk penderita dari luar Rumah Sakit yang (7) Untuk pasien dari luar Rumah Sakit Umum selain disempurnakan. 

melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud peserta jaminan kesehatan pemerintahfBUMN 
~ ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) yang melakukan pemeriksaan sebagaimana 
dan ayat (6) Pasal ini dikenakan tarif kelas 1. dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), 

ayat (5) dan ayat (6) dikenakan tarif kelas 1. 

Pasal30 Pasal 30 \ Pasal 30 ayat (1) huruf b 

(1) Tindakan 
berikut: 

rehabilitasi ~ ditentukan sebagai I (1) Tindakan 
berikut: 

rehabilitasi medik ditentukan sebagai dan ayat (2) 
disempurnakan 

huruf c 

a. Tindakan rehabilitasi medic dapat dilakukan a. Tindakan rehabilitasi medik dapat dilakukan 
diruang rehabilitasi medic maupun didalam ruang diruang rehabilitasi medik maupun didalam ruang 
perawatan. perawatan. 

b. Tarif tindakan rehabilitasi medic yang dilakukan b. Tarif tindakan rehabilitasi medik yang dilakukan 
diruang rehabilitasi medikdijadikan dasar untuk diruang rehabilitasi medik dijadikan dasar untuk 
menghitung tindakan yang dilakukan pada menghitung tindakan yang dilakukan pada 
penderita yang dirawat. penderita yang dirawat. 

(2) Besarnya tarif tindakan rehabilitasi medic (2) Besarnya tarif tindakan rehabilitasi medik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
c. Tarif t~~ dimaksud huruf b ~ ditambah c. Tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b 

jasa rumah sakit sesuai dengan tariff tindakan ditambah jasa rumah sakit sesuai dengan tariff 
yang dilakukan : tindakan yang dilakukan : 
1. VIP ... Dua setengah kali tarif rehabilitasi medic 1. VIP ... Dua setengah kali tarif rehabilitasi medik 
2. Kelas I Dua kali tarif rehabilitasi medic 2. Kelas I Dua kali tarif rehabilitasi rnedrk 
3. Kelas II Satu setengah kali tarif rehabilitasi 3. Kelas II Satu setengah kali tarif rehabilitasi 

medic medik 
4 Kelas III ... Satu kali tarif rehabilitasi medic 4. Kelas III Satu kali tarif rehabilitasi medik 

5. 
20. Ketentuan Pasal 36 aya~1 

berbunyi sebaqai berikut : 
diubah, sehingga 20. Ketentuan Pasal 

sebagai berikut : 
36 diubah, sehingga berbunyi Nomor urut 20 dan Pasal 

36 ayat (4) 
disem purnakan 

Pasal36 Pasal36 

J ---l 

(4) 

-----l 

Qaft seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat I (4) 
(1), ayat (2) dan ayat (3), sudah termasuk jasa rumah 
sakit sebesar 40%. 

Seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3), sudah termasuk jasa rumah 
sakit sebesar 40% (em pat puluh persen). 

-----' 

1 



21 

1 2 3 4 5 
Pasal37 Pasal37 Pasal 37 huruf h dan 

h. Tarif WrS@BYt huruf a masih ditambah dengan biaya h. Tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a masih huruf i disempurnakan 
obat-obatan dan alat pakai habis f*lk~ sesuai ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai 
dengan jumlah pemakaian. habis sesuai dengan jumlah pemakaian. 

i. Tarif konsultasi dokter spesialis ~jkldti l<etEmt~ I. .Tarif konsultasi dokter spesialis sebesar Rp. 20.000,
f*lsal 20 ayat 8 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu (dua puluh ribu rupiah). 
rupiah). 

22. Ketentuan angka II pada lampiran diubah sehingga I Tambahkan 5 (lima) 
berbunyi sebagai berikut: nomor urut baru yaitu 
II. JENIS TINDAKAN OPERASI KEBIDANAN nomor urut 22, 23, 24, 25 

1. Tindakan Sangat Berat : dan 26 yang merupakan 
- Hystrectomy perubahan pada 

2. Tindakan Berat : lampiran Perda Nomor 3 

a. Reposisi robekan rupture uteri Tahun 2011, sehingga 

b. Reposisi rupture perineal TK III 
c. Laparatomy . 
d. Exterpasi kyste bartolin 

dalam Raperda 
Perubahan tidak ada lagi 
Lampiran 

e. Embriotomy 
f. Vagina plasti 

23. Diantara angka II dan angka III pada lampiran, 
disisipkan angka IIA, sehingga berbunyi sebagai 
berikul. 
II.A.JENIS TINDAKAN KEBIDANAN NON OPERASI 

1. Tindakan Berat : 
a. Kuret molci 
b. Kuret missed abortion 
c. Ektracsi vacum 
d. Pertubasi 

I I 
_~ ..~_. 

I 
~~_ .. .... 

1 e. Manual plasenta 

~. ~:~~~I :~~raCSi 
h. Biopsy endometrium --..L.-_~~~~~_ 

(
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3.	 Tindakan Ringan : 

a.	 UFF heating 
b.	 Monitor fungsi pleura 
c.	 Monitor fungsi ascites 

25.	 Ketentuan angka X pada lampiran diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

X. JENIS TINDAKAN MEDIK PADA RUANG IGD ( 
INTALASI GAWAT DARURAT) 

1. Tindakan Berat : 
a. Jahit Luka	 ( heating! berat luka dalam mengenai 

pembuluh darah besar ) 
b. Jahit luka dengan lokasi lebih dari	 5 tempat dalam 

keadaan luka dalam sampai dengan otot) 
c.	 Jahit luka dengan reptur tendon. 
d. Vena Secti 
e.	 Circumsisi dengan penyulit 
f.	 Pemasangan dower catveter dengan penyulit 
g. Resusitasi jantung dan paru 
h. Pemasangan endotracheal toke (ET) 
I.	 Tindakan defibrilator ( choe do) 
J.	 Tindakan itubasi 
k. Pemasangan WSD 

2. Tindakan Sedang : 
a.	 Jahit luka (heating) sedalam dengan keadaan luka 

Idalarn sarnpai dengan otot pendarahan sedang) 
b. Jahit luka dengan keadaan luka dalam sampai 

dengan otot dengan lokasi 3-5 tempat. 
c Pemasangan dower cateter 
d Pemasangan NGT 
e Kumbah lambung 

! f	 Rekaman EKG , 

g. Pemberian obat dengan obat uap (nebulizer) 
h Blass punksi 
I. Necrotomi 
J Debridement lukal dressing luka 
k. Tindakan/pemasangan intra vena 
I.	 Anqkat corpus illenium pada telinga 

3.	 Angkat corpus illenium pad a hidungi 
L	 __ 

---  ___J ______J___	 _L
--- ----_.

{
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8 I Penentapan dan 
Pengundangan 

Oitetapkan dikotabumi 
pada tanggal 2012 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan dikotaburni 
padatanggal 2012 

SEKRETARIS DAERAH,
 

RIFKI WIRAWAN
 

4 5 

4. Tindakan Ringan :	 . 
a.	 Jahit luka (heating) ringan dengan keadaan 

luka sampai dengan batas jaringan subcutis 
dan tidak ada pendarahan berati) 

b. Pemasangan mayo/Guedell 
c.	 Angkat jahitan ( Uff heating) 
d. Tindakan section 
e.	 Tindakan injeksi intra musculer. 
f.	 Pemasangan bidai 
g. Pemasangan collar neck 

26.	 Setelah angka X pada lampiran tambahkan angka 
XI sehingga berbunyi sebagai berikut: 
XI. ALAT YANG DIKENAKAN TARIF SEWA 

a. Ventilator 
b. Syringe pump 
c.	 Bed Side Monitor 
d. Defibriiator/DC Shock 
e.	 Infustion pump 

Oitetapkan dikotabumi - Penulisan tahun 
pada tanggal 2013 penetapan dan 

pengundangan agar 
SUPATI LAMPUNG UTARA, disesuaikan 

- Penulisan kata 
"Sekretaris Oaerah" 

ZAINAL ABIDIN agar dilengkapi dengan 
kata "Kabupaten 

Drundanqkan dikotabumi Lampung Utara" 
pada tanggal 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
UTARA, 

RIFKI WIRAWAN 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA I LEMBARAN OAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 

L __~' ., . .l.TAHUN_201_~~?MO~_~_~._.. .lTAHUN 2013 NOM?~... ~~ ~. __..__ . J
 

f
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2 
Lampiran kAM~R/\~J\ : 

3 
PER'\TUROJ'1 D/\ERI\J-l K'\~UPATE-N -

4 
Lampiran 

5 
agar 

6'\MPUNG UT/\R/\ dihilangkan karena 
~IOMOR TAHU~12012 sudah tercantum pada 
T/\NGG/\L : 2~ batang tubuh Raperda 
~lT/\NG : PE~H/\N ,I\.T/\S 

PER'\TUR'\f'l D/\ERI\H 
AABUPMEN ·LAMPUNG 
Y*AR/\ NOMOR~3 TAHUN 
2011 TEf'lTAf'lG RETRI~U£t 

PENYELENGGi\R/V\~1 

PEb'\YAf'lAl'>1 KE£EHi\Tl\N 
D/\~l PE~IGO~/\TAN 01 
RUM/\H £/\KIT D/\ERI\H 
~D) MAYJEND. HMo 
Ry,o,GUDU KOT/\~UMI 

L--. b'\MPUl'>IG UT/\R/\. 

GUBERNUR LAMPUNG
 

ttd
 

SJACHROEDIN Z.P.
 




